
TW I TW II TW III TW IV
Menurunnya PD yang bertindak korupsi Persentase PD yang mendapat Program penyelenggaraan pengawasan Penyelenggaraan pengawasan internal Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah √ √ √ √ 1,674,457,199

 temuan yang berindikasi TIPIKOR Penyelenggaraan pengawasan dengan Penanganan Penyelesaian √ √ √ √ 72,901,000
tujuan tertentu Kerugian Negara/Daerah √ √ √ √

Pengawasan dengan tujuan tertentu 2,017,500,000

Program perumusan kebijakan, Pendampingan dan asistensi Koordinasi, monitoring dan evaluasi serta √ √ √ √ 1,555,152,500
pendampingan dan asistensi verifikasi pencegahan dan pemberantasan

korupsi

Persentase PD yang telah Program perumusan kebijakan, Pendampingan dan asistensi Pendampingan, asistensi, verifikasi dan √ 40,295,500
melaksanakan pembangunan ZI pendampingan dan asistensi penilaian Reformasi Birokrasi
menuju WBK/WBBM pendmapingan dan asistensi

Menigkatnya kepatuhan terhadap penyelesaian Persentase rekomendasi hasil Program penyelenggaraan pengawasan Penyelenggaraan pengawasan internal Monitorinng dan evaluasi tindaklanjut hasil √ √ √ √ 1,956,987,000
tindak lanjut hasil pemeriksaan internal dan pemeriksaan yang selesai ditindak pemeriksaan BPK-RI dan Tindak lanjut hasil
eksternal lanjuti atas pemeriksaan pemeriksaan APIP

a.APIP
b.Eksternal

Penyelenggaraan pengawasan dengan Penanganan penyelesaian kerugian negara √ √ √ √ 72,901,000
tujuan tertentu  / daerah

Meningkatnya akkuntabilitas kinerja dan keuangan Persentase SKPD yang memiliki Program Penyelenggaraan pengawasan Penyelenggaraan pengawasan internal Pengawasan kinerja pemerintah daerah √ √ √ √ 1,984,729,000
di lingkungan pemerintah Kota  Medan Nilai Sakip Minimal B Reviu Laporan Kinerja √ 32,000,000

Persentase Laporan Keuangan Program penyelenggaraan pengawasan Penyelenggaraan pengawasan internal Reviu Laporan Keuangan √ √ 542,866,664
yang sesuai SAP

Program perumusan kebijakan, Pendampingan dan asistensi Pendampingan dan asistensi urusan √ 240,904,000
pendampingan dan asistensi pemerintah daerah

Meningkatnya Kapabilitas APIP Level Kapabilitas APIP Program perumusan kebijakan, Perumusan kebijakan teknis dibidang Perumusan kebijakan teknis dibidang √ √ √ √ 35,070,400
pendampingan dan asistensi pengawasan dan fasilitasi pengawasan pengawasan

Perumusan kebijakan teknis dibidang √ √ √ √ 133,002,200
fasilitasi pengawasan

Program penunjang urusan pemerintah Administrasi keuangan perangkat daerah Penyediaan gaji dan tunjangan √ √ √ √ 17,987,024,000
daerah

Administrasi kepegawaian  perangkat daerah Pengadaan pakaian dinas beserta √ 280,420,000
atribut kelengkapannya
Pendidikan dan pelatihan pegwai √ √ √ √ 721,350,000
berdasarkan tugas dan fungsi
Bimbingan teknis implementasi peraturan √ √ √ √ 260,700,000
perundang-undangan

Administrasi Umum perangkat daerah Penyediaan komponen instalasi listrik/ √ √ √ √ 5,748,000
penerangan bangunan kantor
Penyediaan peralatan dan perlengkapan √ √ 281,179,000
kantor
Penyediaan bahan logistik kantor √ √ √ √ 129,180,140
Penyediaan bahan cetakan dan penggandaan 92,269,500
Faasilitasi kunjungan tamu √ √ √ √ 124,867,000
Penyelenggaraan rapat koordinasi dan √ √ 400,000,000
konsultasi SKPD

Penyediaan jasa penunjang urusan Penyediaan jasa surat menyurat √ √ √ √ 559,568,156
pemerintah daerah penyediaan jasa komuniaksi, sumber daya √ √ √ √ 62,400,000

air dan listrik
Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya √ √ √ √ 176,010,000
pemeliharaan, pajak dan perizinan 
kenderaan dinas operasioanal/lapangan
Pemeliharaan mebel √ √ 17,970,000
pemeliharaa /rehabilitasi gedung kantor √ 21,386,000
dan bangunan lainnya
Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan √ √ √ √ 114,000,000
prasaran pendukung gedung kantor atau 
bangunan lainnya
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